
121 
 

DAFTAR PUSTAKA 

ACFE.(2020). Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse. 

Association of Certified Fraud Examiners. 

ACFE.(2022). Report to the Nations Global Fraud Study. Association of Certified 

Fraud Examiners. 

Alatas, S. H. (1987). Corruption: Nature, Causes, and Functions. Kuala Lumpur: 

S. Abdul Majeed & Co. 

Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., & Zimbelman, M. F. (2019). Fraud Examination 

(6th ed.). Cengage Learning. 

Antara NTT. (2025). Berita kasus penyalahgunaan aset daerah Kota Kupang.  

Diakses melalui publikasi resmi media Antara NTT. 

Askar.(2024). Pengelolaan Keuangan Daerah dan Otonomi Fiskal. Jurnal 

Kebijakan Publik, 9(2). 

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). 2022. Report to the Nations: 

Global Study on Occupational Fraud and Abuse. Austin: ACFE. 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2021. Pedoman 

Penilaian Risiko dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Jakarta: BPKP. 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2022. Peran Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah dalam Pencegahan dan Deteksi Fraud. 

Jakarta: BPKP. 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2023. Profil dan Tugas 

BPKP. Jakarta: BPKP. 

Bologna, G. J. (dikutip dalam Sayyid, 2014). Fraud: A review of theory and 

application. New York: Wiley. 



122 
 

BPK RI. (2024). LHP LKPD Kota Kupang. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia. 

BPKP. (2019). Peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja 

Pengawasan Intern. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan. 

BPKP. (2020). Audit Investigatif dan Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan 

Keuangan Negara. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan. 

BPKP. (2021–2023). Laporan Kinerja BPKP Perwakilan NTT. Kupang: BPKP 

NTT. 

Cahyani, O. R. (2018). Transparansi Pemerintah Daerah dalam Publikasi Informasi 

APBD. Jurnal Administrasi Pembangunan, 7(1), 25–38. 

Constantinus Nurak & Angi, Y. F. (2021). Pengaruh Kompetensi, Independensi, 

dan Pengalaman Audit terhadap Pendeteksian Kecurangan. Jurnal 

Akuntansi dan Audit Publik, 8(3), 115–127. 

Creswell, J. W. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed 

Methods Approaches (5th ed.). Sage Publications. 

Databoks. (2025). Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang 2025. Diakses 

dari databoks.katadata.co.id. 

Detik.com. (2024). Temuan kelebihan pembayaran perjalanan dinas DPRD Kota 

Kupang. Diakses dari portal berita Detik.com. 

Dwi Putri Lestari & Taufik, A. (2020). Analisis Kompetensi dan Independensi 

Auditor terhadap Kualitas Audit pada BPKP Perwakilan Provinsi 

Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi dan Audit, 7(2), 101–118. 



123 
 

Halim, A. (2016). Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Jakarta: Salemba Empat. 

Hidayat. (2020). Modus Pengadaan Barang/Jasa Fiktif dalam Pemerintahan 

Daerah. Jurnal Keuangan Negara, 5(1), 44–57. 

Indonesia Corruption Watch (ICW). (2022). Tren Penindakan Kasus Korupsi di 

Indonesia Tahun 2022. Jakarta: ICW. 

Indonesia Corruption Watch (ICW). (2023). Laporan Tren Korupsi Nasional Tahun 

2023. Jakarta: ICW. 

Inspektorat Kota Kupang. (2023). Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. 

Kupang: Inspektorat Kota Kupang. 

Jannah, R. (2021). Peran Kompetensi Auditor terhadap Hasil Audit Investigasi 

dalam Pembuktian Kecurangan. Jurnal Audit dan Investigasi, 9(2), 55–

70. 

Kejaksaan Tinggi NTT. (2025). Laporan resmi penetapan tersangka kasus aset 

tanah Kota Kupang. Kupang: Kejati NTT. 

Koran Timor. (2022). Kasus pembangunan Rumah Sakit Pratama Boking. Diakses 

dari media Koran Timor. 

Media Indonesia. (2021). Pembagian tanah negara oleh mantan Wali Kota Kupang. 

Diakses dari mediaindonesia.com. 

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: 

A Methods Sourcebook (3rd ed.). Sage Publications. 

Moleong, L. J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 



124 
 

NTT Hits. (2025). Temuan Inspektorat Kota Kupang 2025. Diakses dari ntthits.id. 

NTT News. (2022). Hasil investigasi proyek RSP Boking. Diakses dari portal berita 

NTT News. 

Nurhidayah & Fakhri, A. (2018). Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan 

Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi 

Selatan. Jurnal Akuntansi Publik, 4(1), 55–70. 

Peneliti. 2026. Hasil Wawancara dengan Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Nusa 

Tenggara Timur dan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota 

Kupang. Kupang. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Jakarta: Kemendagri. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah. 

Peraturan Pemerintah. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Jakarta: Kementerian 

Sekretariat Negara. 

Peraturan Pemerintah. (2014). Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jakarta: Kementerian 

Sekretariat Negara. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 



125 
 

Pingkan Kanaya. (2023). Pendeteksian Kecurangan oleh Auditor BPKP: 

Pengalaman, Kompetensi, Skeptisisme Profesional, dan Tekanan Waktu. 

Jurnal Forensik Akuntansi, 6(1), 20–38. 

Primasatya, R. D., & Hady, A. F. (2022). Pengaruh Pelatihan, Titel, dan 

Pengalaman Kerja pada Kemampuan Deteksi Kecurangan Auditor BPKP 

Provinsi Jawa Timur. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 8(1), 60–75. 

Rahman & Said. (2023). Penguatan fungsi audit internal untuk mencegah fraud di 

pemerintah daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 11(2), 151–164. 

Sari, F., & Prasetyo, B. (2022). Penyalahgunaan Wewenang dalam Pemerintahan 

Daerah. Jurnal Hukum Administrasi Negara, 4(2), 99–112. 

Sayyid. (2014). Fraud in Accounting Perspective. Journal of Accounting Studies, 

12(3), 78–100. 

Setiawan, & Utami. (2021). Studi Modus Mark-Up dalam Penganggaran 

Pemerintah Daerah. Jurnal Keuangan Negara, 10(2), 32–47. 

Shahib. (2022). Audit BPK dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. 

Jurnal Akuntansi Publik, 13(1), 1–12. 

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

Supriadi, et al. (2024). Peran Audit Internal dalam Pencegahan Fraud di Pemerintah 

Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 12(1), 45–63. 

Times NTT. (2024). Temuan 27 OPD Kota Kupang dalam LHP LKPD. Diakses 

dari timesntt.com. 



126 
 

Tuanakotta, T. M. (2014). Audit Berbasis Risiko untuk Pencegahan dan 

Pendeteksian Fraud. Jakarta: Salemba Empat. 

Tuanakotta, T.M. 2018. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: 

Salemba Empat. 

Tunggal, A.W. 2012. Internal Auditing: Konsep dan Kasus. Jakarta: Harvarindo. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

Usman. (2024). Peran Auditor dalam Pencegahan Fraud pada Sektor Pemerintahan. 

Jurnal Akuntansi Publik, 9(1), 11–26. 

Wells, J. T. (2017). Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection (5th 

ed.). Hoboken, NJ: Wiley. 

Wicaksono & Prastiwi. (2017). Efektivitas Audit terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 14(3), 222–235. 

Yasin & Nelson. (2020). Audit Internal dan Pencegahan Fraud di Sektor Publik. 

Journal of Public Sector Accounting, 5(2), 112–121. 

 

 



127 
 

 

 

 


